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BUPATI BARITO SELATAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PBRATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 23 TAHUN 2021

TBNTANG

PtrNJABARAN PERTANGGUNGJAV/ABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PtrNDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2O2O

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah

Kabupaten Barito Selatan Nomor i Tahun 2O2l tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2A2O, perlu menetapkan Peraturan Bupati

tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan daJ1 Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

1. Undang-Und,ang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan undang-
Undan[ Darurit Nomor 3 Tahun 1953 tentang PemLrentukan Daerah

Tingkal II di Kaiimarrtan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomorl2, Tam6ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Und.ang-und.ang Nomor L2 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan

Banguian (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312lr

sebagaimanatelalr' diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994

tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentalg
pajak gumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

lgg4 Nomor 62, Tafi1bahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor

356e);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih Oan SeUas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ilembaran
fV.gi.u. Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negira Republik Indonesia Tahun 2AO3 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik indonesia Nomor a296l;
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara RepuLrlik Indonesia Tahun 2AA+ Nornor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2AA4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AA4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 44AAj;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2AO4 tentang Sistem Perencanaal
Pembangunan Nasicnal ilembaran Negara Republik indonesia Tahun
2OO4 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
aa21];

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OA4 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor aa38);

undang-undang Nomor 15 Tahun 2ao6 tentang Badan pemeriksa
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA6 Nomor 85,
Tambahan Lemaba:an Negera Republik Indor:esia Nomor 4bS4j;

undang-Undang Nomor 28 Tahun 2oo9 tentang pqiak Daerah dan
Retribusi Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AAg
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
50ae);

undang-undang Nomor 6 Tahun 2or4 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2oL4 Nomor 7, Taxrbahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 5a951;

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A74 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5537) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2A15 tentang PeruLrahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2474 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20i5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 56791;

13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Repubiik Ind+nesia Tahun 2AA Nomor 244, Tawrbahan Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Nomor 65731;

i4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nornor 2tO, Tamtrahan Lembau:an Negara
Republik Indonesia Nomor 4A28];

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2AO4 tentang Kedudukan
Protckoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Devral Ferwakilan
Rakyat Daerah (Lembaral Negara Republik indonesia Tahun 2OO4 Nomor
90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)
sebagaimana teiah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 2l Tahun 2A07 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2AA4 tentang Kedudukan



Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA7 Nomor
47 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ar D\

i6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengeloiaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahrrn 2005 tentang Pengelolaan Ker-:-anga:r Badan Layana_n
Umum {Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2012 Nomor LTl,
Tambahal Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia 53a0i;

17 . Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
ilembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik indoriesia Nomor aSZSj;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45Z6|
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
2OlA tentang Ferubahan Aias Feraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun
2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2}rc Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 5155);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2A06 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instalsi Pernerintah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a5l6l;

24. Petaturan Pemerintah Nomor Tl Tahun 2O10 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Repubiik indonesia Tahun Z}fi iriomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5 165);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2Al2 tentang Hibah Daerah
ilembaran Negara Reputllik Indonesia Nomor 5, TamLrahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengeioiaan Barang
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5533)
sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
2A2O tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2AA tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6523);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun Z1fi tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyeienggaraan Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara
Repubiik lnrionesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 60aii;

24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2AI7 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
{Lembaran Negara F-epublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1O6, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 6A571;



25. Petaturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar pelayanan
Minimal fiemberen Nqgara Republik [rdonesia Tahun 2At8 Nomor 2, TaxnLteknrr
lembaran Nqara Republik krdonesia Nomor 6lZ8);

26.Pryaturan Pemerintah lYomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6229);

27. Peraturan Pemerintalr Nomor 72 Tahun 2O1g tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah {Lembaran hiegara Republik indonesia Tahun 2O1g
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomcr 6322|;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2}i.o tentang pedoman
Pelaksanaal Fungsi Pengav*asan Dewan peru./akilan eakyit Daerah
Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaal Badan Pemeriksa Keuangan;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2arc tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual padi
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2}rc Nomor
14251;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2afi tentang
Per-bentukan Produk Hukum Daerah (Berita Nega:'a Repubtrik indonesii
Tahun 2OLS Nomor 20361 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g0 Tahun Zafi tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesii
Tahun 2018lJomor 157];

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2076 tentang pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor SaTJ;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang pedoman
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Ferta:lggung[awaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturaa Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2OlZ Nomor aSAJ;

33. Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah iBerita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1757|;

34. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ilembaran Daerah
Kabupaten Barito Selatan Tahun ZAAB Nomor 18);

35. Peraturafl Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun ZOLO tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 27rc Nomor 3,
Tambahal Lembaran Daerah Kabupaten Barito selatan Nomor 2);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan can Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan
Tahun 2Ot7 Nomor 6, Tambahan iembaran Daerah Kabupaten Barito
Selatan Nomor 6);



37. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2AW tentang
Anggaran Pendapatan dan Belalja Daerah Tahun Anggaran 2A2A
{Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2O7q Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Baritc Selatan Nomor 4 Tahun 2O2O tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaral
2420 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2A2A Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2A2l tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2A2A {Lembaran Daerah KaLrupaten Barito
Selatan Tahun 2O2L Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Barito Selatan FJomor 1);

40. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2Ol4 tentang Sistem
Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual Kabupaten Barito Selatan
(Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2AH Nomor 20);

41. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 21 Tahun 2Ol4 tentang Penerapan
Kebijakan Akuntansi Pemerintah KaLrupaten Barito Selatan Berbasis
Akrual (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2OI4 Nomor 21)
sebagaimana telah diubah dengan Peratural Bupati Barito Selatan Nomor
22 Tahun 2AlB tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Seiatan
Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penerapan Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Barito Selatal Berbasis Akrual (Berita Daerah
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2A18 Nomor 22);

42. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2A17 tentang
Pelaksanaan FIak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito
Selatan Tahun 2OtT Nomor 17| sebagaimana telah diubah dengan
Peraturau Bupati Barito Seiatan Nomor 17 Tahun 2O2A tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2AW
tentalg Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Penrrakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Barito Seiatan Tahun 2O2O Nomor 17);

43. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 32 Tahun 2Ol9 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2A2C {Berita Daerah Kabrupaten Barito Selatan ?ahun 2}rc Nomor 35};

44. Perat-uran Bupati Barito Selatan Nomor 27 Tahun 2A2A tentang
Penjabaran Perubahal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2A2O (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatal Tahun 2O2O
Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PtrRATURAN BUPATI TtrNTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PtrNDAPATAN DAN BtrLANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 202A.



Pasal 1

Laporan realisasi angF.aran Tahun Anggaran 2a2a, terdiri atas:
a. Pendapatan

1 . Pendapatan Asii Rp.a9 .Z9Z .4Tg .gS2,gs
Daerah

2" DanaPerimbangan Rp.Z69.ag4.Z4g.243,OO
3. Lain-lain Pendapatan Bp.ttz.sat.+oo.zlru

yang Sah

Jumlah Pendapatan

b.Belanja
1. Belanja Tidak

Langsung
a) Belanja Pegawai
b) Belanja Subsidi
c) Belanja Hibah
d) Belanja Bantuan

Sosial
e) Belarlja Bagi Hasil
f) Belanja Baltuan

Keuangan
g) Belanja Tidak

Terduga

Belalja Tidak Langsung

2. F,elanja Langsung
a) Belanja Pegawai
b) Belanja Barang

dan Jasa
c) Belanja Modal

Belanja Langsung
Jumlah Belanja
Surfius

Rp. 3a2. 8 I 1 .625.AS3,68
Rp.1.000.000.000,00
Rp.2a.O39.535.744,OO
Rp.7 .O22.489 .OT B,OA

Rp.529.246. 100,00
Rp. 133.2 19.7 rc.At2,OA

Rp.264.905.250.00

Rp.47 .991.268.610,00
Rp.222.AT A.2 1A.46O,2 A

Rp. 133.6 16.7 84.497 .OA

Rp.93 1.583.63a.3 1 3.36

Rp.508.967 .517 .237 .68

Rp.4O3.67 8.263.57 3,7 A
8B.912.645.780,81 1-38
Rp.18.937.853.501,98

Rp.79.387.527.99O.8O

Rp.98.319 .375.492,78

Rp.408.853.285,00

3. Pembiayaan
ai Penerimaan Rp.8a.95g.S2Lgg0,g0
bi Pengeluaran Rp.S.57g.000.000.00

Jumlah Pembayaran Neto

Sisa lebih pembiayaarr anggaran tahun berkenaan

Koreksi SiLPA yang disebabkan indikasi
penyaiahgunaan oleh BendaharalStaf Entitas
pelaporan

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLpA)- Neto Rp.97.910.522.2A7 ,78



Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan rea-lisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakaa bagian tidak
terpisahkan d,ari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito
Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 14 September 2O2i

BUPATI RITO SELATAN,

trDDY RAYA SAMSURI

Diundangkan di Buntok
pada tanggal 14 September 2A2l

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,

trDY PURWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SBLATAN TAHUN 2A21NOMOR 24
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